BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, kesimpulan yang

dapat diambil adalah sebagai berikut:

1.

Menurut KUHPerdata dan UU No. 8/2016 penyandang disabilitas
mental, dipandang sama di depan hukum diakui sebagai subjek
hukum yang cakap, akan tetapi kecakapan tersebut dapat dibatasi
apabila penyandang disabilitas mental diletakkan di bawah
pengampuan. Penderita GAB dewasa yang tidak berada di bawah
pengampuan dianggap cakap hukum. Namun, gejala psikotik yang
mungkin muncul dalam diagnosis GAB memiliki dampak
signifikan terhadap status kecakapan hukum penderita. Penderita
dengan gejala psikotik seharusnya ditempatkan di bawah
pengampuan.

Prosedur pengampuan dalam UU No. 8/2016 lebih tepat untuk
penderita GAB dibandingkan dengan KUHPerdata. Pendekatan
inklusif dan berbasis bukti medis dalam UU No. 8/2016
memberikan penilaian yang lebih akurat sesuai dengan kondisi
penderita GAB yang kompleks dan episodik. Namun UU No.
8/2016 tidak mengaturnya pihak yang berhak mengajukan
permohonan pengampuan, sehingga hal ini masih dikembalikan
kepada ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata. Mengenai pihak
yang berhak menunjuk pengampu Ketentuan KUHPerdata lebih
memberikan kepastian seorang pengampu untuk penderita GAB

yang diletakkan di bawah pengampuan.
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5.2 SARAN

Penulis dapat memberikan beberapa saran, antara lain sebagai

berikut:

1.

Negara melalui pemerintah perlu meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat, termasuk hakim dan penderita GAB,
tentang kecakapan hukum penyandang disabilitas mental secara
umum. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan
kampanye publik tentang hak-hak hukum mereka, khususnya
terkait dengan akses mereka terhadap sistem peradilan dan proses
pengampuan.

Pengadilan perlu memastikan bahwa dalam proses penetapan
pengampuan, hak dan kewajiban pengampu dijelaskan secara rinci
dan jelas kepada semua pihak terkait. Hak dan kewajiban
pengampu harus mencakup aspek pengelolaan aset. Hakim perlu
memastikan bahwa pengampu memahami tanggung jawabnya dan
memiliki kapasitas serta sumber daya untuk menjalankan peran ini
dengan efektif. Selain itu, harus ada mekanisme pengawasan yang
ketat untuk memastikan bahwa pengampu menjalankan tugasnya
dengan baik dan tidak menyalahgunakan posisi mereka.
Pengampuan bagi penderita GAB harus dibedakan berdasarkan
adanya gejala psikosis atau tidak. Perbedaannya terletak pada bukti
yang harus disertakan dan/atau diminta saat mengajukan
permohonan pengampuan ke pengadilan, termasuk laporan medis
yang mendetail dan evaluasi dari ahli kesehatan mental yang
kompeten. Hakim harus mempertimbangkan diagnosis medis
secara detail dan melibatkan ahli kesehatan mental dalam proses
pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa skema
pengampuan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan individu.
Untuk pihak yang akan melakukan perbuatan hukum dengan
penderita GAB, sebelum melakukan tindakan hukum dengan
penderita GAB, pihak yang berkepentingan dapat meminta

dokumen diagnosis terkini dari Rumah sakit dan atau dokter yang
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merawat klien. Dokumen ini harus mencakup informasi rinci
tentang kondisi kesehatan mental klien, termasuk adanya atau tidak
adanya gejala psikotik. Selain itu, penting untuk memastikan
bahwa klien secara konsisten mengikuti rencana pengobatan yang
telah ditetapkan, yang dapat dinilai melalui rekam medis yang

menunjukkan kepatuhan terhadap pengobatan dan terapi.
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